
BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 1f TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM RANGKA

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi keuangan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan

- Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, perlu menctapkan
Standar Biaya Honorarium Panitia di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian
Sekolah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium
Panitia di Lingkungan Dihas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pelaksanaan
Ujian Nasional dan Ujian Sekolah,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten ' Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan' Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),
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10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496):

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

5.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar secara
Nasional:

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah:

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah,

8.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

9.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi



Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan:
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
dasar dan Menengah,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan,
Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor
0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional
Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun
Pelajaran 2016/2017,
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 21):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
HONORARIUM PANITIA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN
HILIR DALAM RANGKA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
DAN UJIAN SEKOLAH.

Pasal 1

Standar Biaya Kegiatan Honorarium Panitia dilingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Rangka
Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Standar Biaya Kegiatan Honorarium Panitia dlingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian
Nasional dan Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi
acuan bagi Panitia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
dalam menyusun anggaran.

Pasal 3

Ketentuan mengenai hal-hal lain yang sangat dibutuhkan Panitia Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Rangka
Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dalam pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal IL

Anlaroaru 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 kahruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

suai dengan aslinya
KERALA BAGTAN HUKUM DAN HAM

N
-

SH
ang na Tk.I

11 200012 1 0041

SURYA ARFAN

BERITA:DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 17
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 1? TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
RANGKA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM RANGKA

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

NO PERINCIAN PEKERJAAN SATUAN HONORARIUM

1 A. Honorarium PNS
Panitia Pelaksana :

a. Pengarah /pembina Org/Bulan Rp.700.000,-
b. Penanggungjawab Org/Bulan Rp.600.000,-
c. Ketua Org/Bulan Rp.550.000,-
d. Wakil Ketua Org/Bulan Rp.500.000,-
e. Sekretaris Org/Bulan Rp.400.000,-
f, Anggota Org/Bulan Rp.350.000,-

2 IB.' Honorarium Non PNS
a. Pengarah/pembina Org/Bulan Rp.700.000,-
b. Honorarium Panitia Entry Data Org/siswa Rp.500,-
c. Honorarium Penyortiran LJK Org/lembar Rp.500,-
d. Honorarium Scanning LJK Org/lembar Rp.1.000,-
e. Honorarium Pengolahan data dan Org/ siswa Rp.500,-
nilai

f. Honorarium Pengamanan Soal Ujian kegiatan Rp.10.000.000,-
g. Pendistribusian Soal Ujian dan kecamatan Rp.2.000.000,-

pengembalian LJK
h. Honorarium Anggota Panitia Org/Bulan Rp. 350.000,-

BUPATI ROKAN HILIR.

SUYATNO
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